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Abstrak

Penerapan statistika spasial saat ini sudah sangat umum digunakan dalam menganalisis
fenomena indikator strategis di Indonesia, termasuk pada provinsi berciri kepulauan. Namun
penerapan statistika spasial di provinsi berciri kepulauan terkendala oleh penggunaan matriks
pembobot spasial yang kurang relevan dalam mengidentifikasi efek spasial dari indikator,
karena banyaknya wilayah yang tidak berbatasan darat secara langsung. Sementara di sisi lain,
konektivitas transportasi antar wilayah di provinsi berciri kepulauan telah berkembang jauh
melampaui batas administrasinya. Melalui penelitian ini, kami mencoba untuk merumuskan
konsep penyusunan matriks pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi antar
kabupaten/kota pada provinsi berciri kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode
pengolahan data primer serta studi literatur, dengan data yang digunakan adalah rute
transportasi laut dan udara antar kabupaten/kota pada 3 provinsi berciri kepulauan: Maluku,
Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Hasil dari penelitian ini adalah berbagai jenis matriks
pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi antar kabupaten/kota pada ketiga provinsi
tersebut, serta beberapa konsep dalam mengombinasikan matriks tersebut dengan jenis matriks
pembobot spasial lainnya. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memicu lebih banyak
penelitian spasial terkait indikator strategis pada provinsi berciri kepulauan di Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, Konektivitas, Matriks Pembobot Spasial, Provinsi Berciri Kepulauan,
Transportasi.

Abstract

The application of spatial statistics is now commonly used in analysis of phenomena of strategic indicators
in Indonesia, including in archipelago provinces. However, application of spatial statistics in archipelago
provinces is constrained by spatial weighted matrix that are less relevant in identifying the spatial effects
of indicators, due to enormous number of territories which not directly bordered by land. Meanwhile,
transportation connectivity in archipelago provinces has expanded far beyond its administrative
boundaries. Through this research, we tried to formulate concept in development of spatial weighted
matrix based on transportation connectivity between regency/city in archipelago provinces. Our research
used primary data processing methods as well as literature studies, with used the data of sea and air
transport routes between regencies and cities in the 3 archipelago provinces: Maluku, Maluku Utara, and
Kepulauan Riau. We developed several types of spatial weighted matrix based on transportation
connectivity between regency/city in those three provinces, as well concepts in combining such matrix
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with other kinds of spatial weighted matrix. With our research, it is hoped that could trigger more spatial
research related to strategic indicators in archipelago provinces in Indonesia.

Keywords: Indonesia, Connectivity, Spatial Weighted Matrix, Archipelago Provinces, Transportation.
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1. PENDAHULUAN

Statistika spasial merupakan salah satu metode dalam ilmu statistik yang
mempertimbangkan unsur kewilayahan terhadap setiap nilai data atau objek yang
ditentukan dalam penelitian [1]. Penerapan statistika spasial saat ini sudah sangat umum
digunakan dalam menganalisis fenomena indikator strategis suatu wilayah beserta faktor
yang mempengaruhinya [2]. Adapun unsur terpenting dari analisis statistika spasial
adalah terdapat matriks pembobot spasial yang didefinisikan menurut kriteria tertentu
serta relevan digunakan dalam kasus yang spesifik [3].

Sementara itu Indonesia mempunyai kondisi geografis berupa wilayah kepulauan
namun sangat penting sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional [4].
Bahkan di Indonesia terdapat istilah “provinsi berciri kepulauan’, yang merujuk pada
provinsi dengan wilayah perairan lebih luas dari daratan, serta mempunyai banyak pulau
terpisah yang membentuk gugusan dalam satu kesatuan geografis dan budaya [5]. Dalam
konteks pengembangan statistika spasial, kondisi geografis Indonesia menjadi hal
menarik untuk ditelusuri lebih dalam, karena definisi wilayah bertetangga secara spasial
tidak selalu sederhana seperti pendefinisian tetangga pada umumnya [6].

Contoh kasus terkait hal tersebut dapat diamati pada 3 provinsi berciri kepulauan
di Indonesia yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Berdasarkan
peta wilayah administratif yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial [7], ketiga
provinsi tersebut masing-masing memiliki wilayah kabupaten/kota yang tidak memiliki
batas wilayah daratan secara langsung. Apabila kondisi tersebut direpresentasikan dalam
matriks pembobot spasial berdasarkan definisi ketetanggaan biasa, maka terdapat
beberapa baris pada matriks tersebut semuanya bernilai 0. Berdasarkan kajian [8] dan [9],
analisis spasial dengan menggunakan matriks pembobot spasial tersebut tidak akan
banyak membantu dalam mengidentifikasi efek spasial dari variabel/indikator yang
secara teoretis seharusnya terdapat efek antar wilayah.

Penelitian sebelumnya terkait analisis spasial terhadap indikator di provinsi berciri
kepulauan seperti pada [10] dan [11], menggunakan matriks pembobot spasial dengan
definisi ketetanggaan yang ‘disesuaikan’. Penyesuaian yang dimaksud adalah dengan
mengasumsikan dua wilayah yang berdekatan dalam peta administratif wilayah
dianggap saling bertetangga, meskipun kedua wilayah tersebut tidak berbatasan darat
secara langsung. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kajian ilmiah yang mendukung
penerapan asumsi tersebut dalam penyusunan matriks pembobot spasial.

Sementara itu, Indonesia sebagai wilayah kepulauan sangat membutuhkan sistem
transportasi yang saling terhubung dalam rangka peningkatan taraf hidup
masyarakatnya secara merata [12], khususnya pada provinsi berciri kepulauan. Penelitian
terkait kajian keterhubungan transportasi di provinsi berciri kepulauan telah dilakukan
sebelumnya [13], dengan hasil bahwa konektivitas transportasi antar wilayah di provinsi
berciri kepulauan telah berkembang jauh dari batas administrasinya. Selain itu, penelitian
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[14] juga menyimpulkan bahwa konektivitas transportasi juga dapat dijadikan salah satu
landasan dalam pendekatan analisis spasial. Beberapa penelitian tersebut memberikan
inspirasi baru dalam pengembangan statistika spasial, bahwa pendefinisian tetangga
antar wilayah di provinsi berciri kepulauan di Indonesia akan lebih relevan jika
mempertimbangkan konektivitas transportasi antara satu wilayah ke wilayah lainnya.

Oleh karena itu, penelitian ini fokus membahas pendekatan baru dalam menyusun
matriks pembobot spasial pada provinsi berciri kepulauan, yaitu dengan menyusun
definisi ketetanggaan spasial berdasarkan konektivitas transportasi di wilayah tersebut.
Adapun provinsi berciri kepulauan yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini
dibatasi hanya pada 3 provinsi, yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Kepulauan
Riau. Pemilihan ketiga provinsi tersebut mempertimbangkan kesamaan geografis sebagai
provinsi berciri kepulauan, serta kesamaan konektivitas transportasi antara wilayah
dalam ketiga provinsi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode
yang digunakan adalah pengumpulan dan pengolahan data primer serta studi literatur.
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rute transportasi darat,
laut, dan udara antar wilayah di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau,
yang diperoleh dari beberapa sumber, mulai dari dokumen resmi, publikasi, hingga
database. Secara umum, terdapat 3 tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi
tahap pengumpulan data, pengolahan data, serta pendefinisian ketetanggaan dan matriks
pembobot spasial.

2.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data rute transportasi terutama transportasi laut dan udara antar
wilayah dalam masing-masing provinsi yang menjadi objek penelitian relatif cukup
beragam, karena sumber data rute transportasi yang diperoleh pada setiap provinsi juga
relatif berbeda.

Untuk Provinsi Maluku, data rute transportasi laut diperoleh langsung dari Dinas
Perhubungan Provinsi Maluku berupa rute kapal komersial dan perintis yang melayani
antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku, dengan pembaharuan data sampai tahun 2023.
Sedangkan untuk data rute transportasi udara juga diperoleh langsung dari Dinas
Perhubungan Provinsi Maluku, namun dikonfirmasi dengan database rute penerbangan
komersial Flight Connection [15] serta publikasi dari maskapai yang melayani
penerbangan perintis di Provinsi Maluku [16].

Untuk Provinsi Maluku Utara, karena data rute transportasi laut tidak diperoleh
langsung dari dinas perhubungan terkait maka diambil dari Surat Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan tentang rute pelayaran perintis
tahun 2023 [17]. Sedangkan untuk data rute transportasi udara diperoleh dari Surat
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan tentang
rute penerbangan perintis tahun 2023 [18], dilengkapi dengan database rute penerbangan
komersial Flight Connection [15] serta publikasi dari maskapai yang melayani
penerbangan perintis di Provinsi Maluku Utara [19].

Untuk Provinsi Kepulauan Riau, data rute transportasi laut diperoleh langsung dari
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berupa rute kapal komersial dan perintis
yang melayani antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan pembaharuan
data sampai tahun 2023. Sedangkan untuk data rute transportasi udara diperoleh dari
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Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
tentang rute penerbangan perintis tahun 2023 [18], dilengkapi dengan database rute
penerbangan komersial Flight Conmnection [15] serta publikasi dari maskapai yang
melayani penerbangan perintis di Provinsi Kepulauan Riau [20].

2.2. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data rute transportasi terutama rute pelayaran dan
penerbangan dari ketiga provinsi berciri kepulauan tersebut, langkah selanjutnya adalah
identifikasi lokasi pelabuhan atau bandara yang tujuan awal dan akhir dari setiap rute
berdasarkan wilayah administrasi kabupaten/kota pada masing-masing provinsi.

Sebagai contoh untuk rute pelayaran Galala — Namlea PP di Provinsi Maluku,
berdasarkan letak administrasi diketahui bahwa Galala merupakan salah satu pelabuhan
di Kota Ambon serta Namlea merupakan ibukota dari Kab. Buru. Sehingga dapat
dikatakan rute pelayaran tersebut adalah menghubungkan wilayah Kota Ambon dan
Kab. Buru di dalam Provinsi Maluku.

Contoh lainnya untuk rute penerbangan Hang Nadim - Letung PP di Provinsi
Kepulauan Riau, berdasarkan letak administrasi diketahui bahwa Hang Nadim
merupakan bandara utama di Kota Batam serta Letung merupakan bandara di Kab.
Natuna. Sehingga dapat dikatakan rute penerbangan tersebut adalah menghubungkan
wilayah Kota Batam dan Kab. Natuna di dalam Provinsi Kepulauan Riau.

Terdapat beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan
identifikasi rute pelayaran dan penerbangan yang melintasi beberapa wilayah
kabupaten/kota. Sebagai contoh untuk rute pelayaran Kota Ambon — Banda Neira (Kab.
Maluku Tengah) — Kota Tual di Provinsi Maluku, maka dapat dikatakan rute tersebut
menghubungkan 3 wilayah sekaligus: 1) Kota Ambon dan Kab. Maluku Tengah; 2) Kab.
Maluku Tengah dan Kota Tual; serta 3) Kota Ambon dan Kota Tual. Khusus untuk poin
3) merupakan asumsi yang disepakati dalam penelitian ini, karena untuk dapat menuju
wilayah tersebut dianggap masih dijangkau dengan moda transportasi yang sama (tanpa
transit).

Selain itu dalam penelitian ini juga masih mempertahankan definisi wilayah
kabupaten/kota yang berbatasan darat secara langsung sebagai wilayah yang saling
bertetangga, karena diasumsikan akses menuju daerah yang berbatasan langsung telah
dihubungkan melalui jalur darat. Hal ini juga berlaku untuk wilayah yang tidak
berbatasan darat secara langsung namun terhubung dengan akses jembatan, seperti
contoh antara Kab. Maluku Tenggara dengan Kota Tual di Provinsi Maluku.

2.3. Pendefinisian Ketetanggaan dan Matriks Pembobot Spasial

Setelah seluruh rute transportasi berhasil diidentifikasi, maka dapat dikembangkan
definisi dari ketetanggaan spasial untuk penyusunan matriks pembobot spasial
berdasarkan konektivitas transportasi. Penyusunan definisi ketetanggaan berdasarkan
konektivitas transportasi dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari definisi
ketetanggaan dalam penyusunan matriks Queen Contiguity [2], dengan perbedaan
penyusunan definisi antara kedua matriks tersebut disajikan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Definisi Ketetanggaan antar Matriks Pembobot Spasial
Matriks Pembobot Spasial

Nilai Wl']'

Matriks Queen Contiguity Berbasis Konektivitas
(Keterangan) .
Transportasi
wi;; =1 Jika wilayah i berbatasan Jika wilayah i terhubung
(Bertetangga) darat dengan wilayah j transportasi langsung
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Nilai w,, Matriks Pembobot Spasial

Matriks Queen Contiguity Berbasis Konektivitas
(Keterangan) Transportasi
dengan wilayah j
Wi =0 Jika wilayah i tidak Jika wilayah i tidak
ij — .
(Tidak bertetangga) berbatasafl darat.dengan terhubung transp(‘)rtam .
wilayah j langsung dengan wilayah j

Pada penelitian ini, matriks pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi
untuk setiap provinsi berciri kepulauan terbagi atas 2 jenis: berdasarkan transportasi
darat dan laut (gabungan), dan berdasarkan transportasi udara. Dengan demikian
terdapat total 6 matriks pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi yang
disajikan dalam penelitian ini.

Selain itu, dalam penelitian ini juga disimulasikan 2 (dua) alternatif pengembangan
dari penggunaan matriks pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi sebagai
berikut:

1) Kombinasi penggunaan kedua jenis matriks pembobot spasial berbasis
konektivitas transportasi berdasarkan prioritas penggunaan moda transportasi.

2) Kombinasi penggunaan matriks pembobot spasial berbasis konektivitas
transportasi dengan matriks pembobot spasial berbasis jarak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Matriks Queen Contiguity

Bagian ini membahas tentang hasil penyusunan matriks pembobot spasial
berdasarkan definisi ketetanggaan yang biasa dipakai untuk menyusun matriks Queen
Contiguity, pada 3 provinsi berciri kepulauan di Indonesia yaitu Provinsi Maluku, Maluku
Utara, dan Kepulauan Riau. Penyusunan matriks ini berdasarkan hasil pengolahan
langsung peta spasial dari ketiga provinsi tersebut menggunakan aplikasi R.

Pertama, matriks Queen Contiguity untuk wilayah kabupaten/kota di Provinsi
Maluku disajikan pada Gambar 1.

=
o

m

Nama Kabupaten/Kota
Kota Ambon
Kab. Buru
Kab. Buru Selatan
Kab. Kepulauan Aru
Kab. Maluku Barat Daya
Kab. Maluku Tengah
Kab. Maluku Tenggara
Kab. Kepulauan Tanimbar

Kab. Seram Bagian Barat
Kab. Seram Bagian Timur
Kota Tual
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Gambar 1. Matriks Queen Contiguity pada Provinsi Maluku

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa pada matriks tersebut terdapat 5 baris
dengan elemen pada seluruh kolomnya bernilai 0 (nol), yaitu baris dengan kode 3 (Kab.
Kepulauan Aru), kode 4 (Kab. Maluku Barat Daya), kode 6 (Kab. Maluku Tenggara), kode
7 (Kab. Kepulauan Tanimbar), serta kode 10 (Kota Tual). Hal tersebut dapat diartikan pula
bahwa kelima kabupaten/kota di Provinsi Maluku tersebut tidak memiliki wilayah yang
berbatasan darat secara langsung dengan wilayah lain.
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Selanjutnya, matriks Queen Contiguity untuk wilayah kabupaten/kota di Provinsi
Maluku Utara disajikan pada Gambar 2.

Kode Nama Kabupaten/Kota
Kab. Halmahera Selatan

Kab. Halmahera Tengah

Kab. Halmahera Timur
Kab. Halmahera Utara

Kab. Kepulauan Sula

Kab. Kepulauan Morotai
Kab. Pulau Taliabu
Kota Ternate

Kota Tidore Kepulauan
Kab. Halmahera Barat
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Gambar 2. Matriks Queen Contiguity pada Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa pada matriks tersebut terdapat 4 baris
dengan elemen pada seluruh kolomnya bernilai 0 (nol), yaitu baris dengan kode 4 (Kab.
Kepulauan Sula), kode 5 (Kab. Kepulauan Morotai), kode 6 (Kab. Pulau Taliabu), serta
kode 7 (Kota Ternate). Hal tersebut dapat diartikan pula bahwa keempat kabupaten/kota
di Provinsi Maluku Utara tersebut tidak memiliki wilayah yang berbatasan darat secara
langsung dengan wilayah lain.

Sedangkan matriks Queen Contiguity pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan
Riau disajikan pada Gambar 3.

Nama Kabupaten/Kota
Kab. Karimun
Kab. Kepulauan Anambas
Kab. Lingga
Kab. Natuna
Kota Batam
Kab. Bintan

=
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Gambar 3. Matriks Queen Contiguity pada Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa pada matriks tersebut terdapat 5 baris
dengan elemen pada seluruh kolomnya bernilai 0 (nol), yaitu baris dengan kode 0 (Kab.
Karimun), kode 1 (Kab. Kepulauan Anambas), kode 2 (Kab. Lingga), kode 3 (Kab.
Natuna), serta kode 4 (Kota Batam). Hal tersebut dapat diartikan pula bahwa kelima
kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tersebut tidak memiliki wilayah yang
berbatasan darat secara langsung dengan wilayah lain.

3.2. Matriks Pembobot Spasial Berbasis Konektivitas Transportasi Darat dan Laut

Bagian ini membahas tentang hasil penyusunan matriks pembobot spasial
berdasarkan definisi ketetanggaan berbasis konektivitas transportasi yang telah
dijabarkan pada Tabel 1, namun dibatasi untuk moda transportasi darat dan laut.
Penyusunan matriks ini (diistilahkan sebagai matriks pembobot spasial WT1)
berdasarkan hasil identifikasi rute pelayaran pada Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan
Kepulauan Riau, dengan mempertahankan definisi ketetanggaan atas wilayah yang
berbatasan darat secara langsung.

Pertama, matriks pembobot spasial WT1 untuk wilayah kabupaten/kota di Provinsi
Maluku disajikan pada Gambar 4.
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Gambar 4. Matriks Pembobot Spasial WT1 pada Provinsi Maluku

Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa terdapat peningkatan signifikan terhadap
wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang saling bertetangga berdasarkan
konektivitas transportasi laut (ditandai dengan elemen matriks berwarna kuning). Hal ini
menyebabkan dalam matriks pembobot spasial WT1 pada Provinsi Maluku dipastikan
tidak ada baris dengan seluruh elemennya bernilai 0 (nol). Bahkan Kota Ambon sebagai
ibukota provinsi dianggap bertetangga dengan seluruh kabupaten/kota lainnya
berdasarkan keterhubungan transportasi darat dan laut.

Selanjutnya, matriks pembobot spasial WT1 untuk wilayah kabupaten/kota di
Provinsi Maluku Utara disajikan pada Gambar 5.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 Kode Nama Kabupaten/Kota
1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 Kab. Halmahera Selatan
2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 Kab. Halmahera T'engah
2 Kab. Halmahera Timur
3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 Kab. Halmahera Utara
4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 Kab. Kepulauan Sula
5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 Kab. Kepulauan Morotai
6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 Kab. Pulau Taliabu
7 Kota Ternate
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 Kota Tidore Kepulauan
8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 9 Kab. Halmahera Barat
9 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0

Gambar 5. Matriks Pembobot Spasial WT1 pada Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa terdapat peningkatan signifikan terhadap
wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara yang saling bertetangga berdasarkan
konektivitas transportasi laut (ditandai dengan elemen matriks berwarna kuning). Hal ini
menyebabkan dalam matriks pembobot spasial WT1 pada Provinsi Maluku Utara
dipastikan tidak ada baris dengan seluruh elemennya bernilai 0 (nol). Bahkan Kota
Ternate sebagai ibukota provinsi dianggap bertetangga dengan seluruh kabupaten/kota
lainnya berdasarkan keterhubungan transportasi darat dan laut.

Sedangkan matriks pembobot spasial WT1 untuk wilayah kabupaten/kota di
Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Gambar 6.
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0 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 1 0 1 Kode Nama Kabupaten/Kota
1 0 0 0 1 0 1 0 0 Kab. Karimun
1 Kab. Kepulauan Anambas
2 0 0 0 0 1 0 1 2 |Kab. Lingga
3 0 1 0 0 0 0 0 3 Kab. Natuna
4 Kota Batam
4 1 0 1 0 0 1 1 5 Kab. Bintan
5 0 1 0 0 1 0 1 6 Kota Tanjungpinang
6 1 0 1 0 1 1 0

Gambar 6. Matriks Pembobot Spasial WT1 pada Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Gambar 6, terlihat bahwa terdapat peningkatan signifikan terhadap
wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang saling bertetangga
berdasarkan konektivitas transportasi laut (ditandai dengan elemen matriks berwarna
kuning). Hal ini menyebabkan dalam matriks pembobot spasial WT1 pada Provinsi
Kepulauan Riau dipastikan tidak ada baris dengan seluruh elemennya bernilai 0 (nol).

3.3. Matriks Pembobot Spasial Berbasis Konektivitas Transportasi Udara

Bagian ini membahas tentang hasil penyusunan matriks pembobot spasial
berdasarkan definisi ketetanggaan berbasis konektivitas transportasi yang telah
dijabarkan pada Tabel 1, namun dibatasi untuk moda transportasi udara. Penyusunan
matriks ini (diistilahkan sebagai matriks pembobot spasial WT2) berdasarkan hasil
identifikasi rute penerbangan pada Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau.

Pertama, matriks pembobot spasial WT2 untuk wilayah kabupaten/kota di Provinsi
Maluku disajikan pada Gambar 7.
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Gambar 7. Matriks Pembobot Spasial WT2 pada Provinsi Maluku

Berdasarkan Gambar 7, terlihat bahwa terdapat beberapa wilayah kabupaten/kota
di Provinsi Maluku yang saling bertetangga berdasarkan konektivitas transportasi udara
(ditandai dengan elemen matriks berwarna kuning), namun hanya pada Kota Ambon
sebagai ibukota provinsi. Selain itu terdapat 2 baris pada matriks pembobot spasial WT2
dengan seluruh elemennya bernilai 0 (nol), yaitu baris dengan kode 8 (Kab. Seram Bagian
Barat) dan kode 9 (Kab. Seram Bagian Timur). Hal itu dapat diartikan pula bahwa kedua
kabupaten/kota di Provinsi Maluku tersebut tidak memiliki bandara atau tidak ada rute
penerbangan dari dan ke wilayah tersebut.

Selanjutnya, matriks pembobot spasial WT2 untuk wilayah kabupaten/kota di
Provinsi Maluku Utara disajikan pada Gambar 8.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Kode Nama Kabupaten/Kota

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Kab. Halmahera Selatan

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Kab. Halmahera Tengah
2 Kab. Halmahera Timur

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 Kab. Halmahera Utara

4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 Kab. Kepulauan Sula

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 Kab. Kepulauan Morotai
6 Kab. Pulau Taliabu

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Kota Ternate

7 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 8 Kota Tidore Kepulauan

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Kab. Halmahera Barat

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gambar 8. Matriks Pembobot Spasial WT2 pada Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Gambar 8, terlihat bahwa terdapat beberapa wilayah kabupaten/kota
di Provinsi Maluku Utara yang saling bertetangga berdasarkan konektivitas transportasi
udara (ditandai dengan elemen matriks berwarna kuning), namun hanya pada Kota
Ternate sebagai ibukota provinsi. Selain itu terdapat 4 baris pada matriks pembobot
spasial WT2 dengan seluruh elemennya bernilai 0 (nol), yaitu baris dengan kode 2 (Kab.
Halmahera Timur), kode 6 (Kab. Pulau Taliabu), kode 8 (Kota Tidore Kepulauan), serta
kode 9 (Kab. Halmahera Barat). Hal itu dapat diartikan pula bahwa keempat
kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tersebut tidak memiliki bandara atau tidak ada
rute penerbangan dari dan ke wilayah tersebut.

Sedangkan matriks pembobot spasial WT2 untuk wilayah kabupaten/kota di
Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Gambar 9.
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Gambar 9. Matriks Pembobot Spasial WT2 pada Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Gambar 9, terlihat bahwa terdapat beberapa wilayah kabupaten/kota
di Provinsi Kepulauan Riau yang saling bertetangga berdasarkan konektivitas
transportasi udara (ditandai dengan elemen matriks berwarna kuning). Hal ini
menyebabkan dalam matriks pembobot spasial WT2 pada Provinsi Kepulauan Riau
dipastikan tidak ada baris dengan seluruh elemennya bernilai 0 (nol).

3.4. Kombinasi Matriks Pembobot Spasial Berbasis Konektivitas Transportasi

Selain penyusunan kedua jenis matriks pembobot spasial berbasis konektivitas
transportasi seperti yang telah dijelaskan pada 2 bagian sebelumnya, penelitian ini juga
mencoba untuk menyusun bentuk matriks pembobot spasial lain yang potensial
digunakan untuk analisis spasial pada provinsi berciri kepulauan di Indonesia. Salah
satunya adalah dengan mengombinasikan bobot dari matriks pembobot spasial berbasis
konektivitas transportasi berdasarkan prioritas moda transportasi yang digunakan.

Misalkan terdapat dua buah matriks pembobot spasial WT1 dan WT2, maka
didefinisikan matriks pembobot spasial baru (diistilahkan sebagai matriks pembobot
spasial WT*), dengan nilai bobot pada setiap elemen matriksnya dihitung sesuai
persamaan berikut:
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WT* = c,WT1 + c,WT2 1)

wtj; = ¢p X wtly; + c; X wt2; ()
dengan
wt; : Nilai bobot elemen matriks WT* antara wilayah i dan j
wtl;; : Elemen matriks WT1 antara wilayah i dan j
wt2;; : Elemen matriks WT2 antara wilayah i dan j
€1,z : Proporsi pilihan moda transportasi darat/laut atau udara, dengan syarat
cptec;=1

Penentuan proporsi ¢; dan ¢, pada Persamaan (1) atau Persamaan (2) dianjurkan
berdasarkan hasil penelitian/kajian terkait dengan penentuan pilihan moda transportasi
di suatu wilayah. Sebagai contoh pada penelitian ini, digunakan hasil dari penelitian [21]
yang menyebutkan bahwa bobot prioritas antara moda transportasi darat/laut dan udara
adalah 52% berbanding 48%, sehingga dapat ditentukan nilai ¢; = 0,52 dan ¢, = 0,48.

Sehingga matriks pembobot spasial berdasarkan prioritas moda transportasi untuk
wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau secara
berurutan disajikan pada Gambar 10, Gambar 11, dan Gambar 12.

. 3 B > 4 > 5 z 2 2 20 Kode Nama Kabupaten/Kota

0 0 1 1 1 1 1 1 1 052 052 1 I T
1 1 052 0 0 052 0 0 052 0 0 1 Ikab Bira
2 1 0.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kab. Buru Selatan
3 1 0 0 0 0 052 052 052 0 0 052 3 |Kab. Kepulauan Aru
4 1 0 0 0 0 0.52 0.52 1 0 0 0.52 4 Kab. Maluku Barat Daya
5 1 052 0 052 052 0 1 052 052 052 1 5  |Kab. Maluku Tengah
6 1 0 052 052 1 0 052 0 0 052 6 |Kab. Maluku Tenggara
7 1 0 052 1 052 052 0 0 0 052 7 Kab. Kepulauan Tanimbar
8 052 052 0 0 0 052 0 0 0 0 0 8 |Kab. Seram Bagian Barat
9 052 0 0 0 0 05 0 0 0 0 052 9 |Kab. Seram Bagian Timur
10 1 0 0 05 05 1 05 05 0 05 0 10 [KotaTual

Gambar 10. Matriks Pembobot Spasial WT* pada Provinsi Maluku

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 052 0 0 052 0 052 1 052 0 Kode Nama Kabupaten/Kota
1 0.52 0 0.52 0 0 0 0 1 0.52 0 0 Kab. Halmahera Selatan
2 0 052 0 05 0 0 0 052 052 052 L [Kab. Halmahera Tengah
2 Kab. Halmahera Timur
3 0 0 0.52 0 0 0.52 0 1 0 0.52 3 Kab. Halmahera Utara
- 0.52 0 0 0 0 0 0.52 1 0 0 - Kab. Kepulauan Sula
5 0 0 0 0.52 0 0 0 1 0 0 5 Kab. Kepulauan Morotai
6 052 0 ©0 ©0 05 0 ©0 05 0 0 & |Kab. Pulau Taliabu
7 Kota Ternate

7 1 1 052 1 1 1 052 0 052 052 8 |Kota Tidore Kepulauan
8 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0 0.52 0 0.52 9 Kab. Halmahera Barat
9 0 0 0.52 0.52 0 0 0 0.52 0.52 0

Gambar 11. Matriks Pembobot Spasial WT* pada Provinsi Maluku Utara

0 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0.48 0 0.52 0 0.52 Kode Nama Kabupaten/Kota
s & 0 0 0 052 048 0.52 048 0 |Kab. Karimun
1 Kab. Kepulauan Anambas
2 048 0 0 0 1 0 1 2 |Kab. Lingga
3 0 052 9 0 048 0 0 Se_[Kab: Natuna
4 Kota Batam
4 0.52 0.48 1 048 0 0.52 0.52 5 [Kab. Bintan
5 0 052 0 0 05 0 1 & lteta Tarvungiang
6 052 048 1 0 052 1 0

Gambar 12. Matriks Pembobot Spasial WT* pada Provinsi Kepulauan Riau
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3.5. Kombinasi dengan Matriks Pembobot Spasial Berbasis Jarak
Salah satu jenis matriks pembobot spasial yang cukup umum digunakan adalah
matriks berbasis jarak dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Terkadang dalam matriks
tersebut juga terdapat batasan jarak yang dianggap masih mempengaruhi nilai suatu
indikator secara spasial, yang disebut sebagai bandwidth [22]. Berbekal informasi tersebut
serta beberapa penelitian yang menerapkan matriks pembobot spasial berbasis jarak [23],
[24], penelitian ini mencoba untuk merumuskan konsep dalam kombinasi antara matriks
berbasis jarak dengan matriks pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi seperti
yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Hasil dari penerapan konsep tersebut
adalah sebuah matriks invers jarak (W’') dengan bandwidth menyesuaikan dengan matriks
pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun matriks pembobot spasial W’
pada provinsi berciri kepulauan di Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Menghitung jarak setiap ibukota kabupaten/kota (d;;) dengan metode jarak
Euclid.
2) Menentukan bandwidth berdasarkan matriks pembobot spasial berbasis
konektivitas transportasi. Sebagai contoh digunakan matriks pembobot spasial
WT1 sebagai bandwidth, sehingga diperoleh nilai kriteria d;; (sebut d;;) sebagai

berikut:

dr. = {dij ’ jika thij =1
ij 0, jika wtl;; =0
3) Menghitung nilai elemen pada matriks pembobot spasial W’ sebagai berikut:
1
%
Wij = T
2 T

Sebagai contoh, matriks awal yang berisi jarak setiap ibukota kabupaten/kota di
Provinsi Maluku disajikan seperti pada Gambar 13.

0 1 2 3 a 5 6 7 8 9 10
Kode Nama Kabupaten/Kota
0 0 167 183 747 502 146 579 563 65 249 554
0 Kota Ambon
% 167 0 35 912 500 294 745 705 185 409 720 s (Kek Bora
2 183 35 0 919 470 318 755 700 209 429 729 2" |Kab. Buru Selatan
3 747 912 919 0 89 667 175 334 757 556 196 3 |Kab. Kepulauan Aru
a4 502 500 470 889 0 621 784 563 566 667 755 4 |Kab. Maluku Barat Daya
5 146 294 318 667 621 0 492 548 110 120 471 5 |Kab. Maluku Tengah
6 579 745 755 175 784 492 0 287 585 381 29 6 |Kab. Maluku Tenggara
7 563 705 700 334 563 548 287 0 599 480 266 7 |Kab. Kepulauan Tanimbar
8 65 185 209 757 566 110 585 599 0 227 562 8~ 1Kob- Seram Bagian Barst
9 249 409 429 556 667 120 381 480 227 0 362 9 _|Kab. Seram Bagian Timur
10 554 720 729 196 755 471 29 266 562 362 O 10/ [Kotaual

Gambar 13. Matriks Jarak Ibukota Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku

Kemudian dengan menggunakan matriks pembobot spasial WT1 pada Provinsi
Maluku seperti pada Gambar 4 sebagai bandwidth serta dihitung bobotnya seperti pada
Langkah 3), maka diperoleh matriks pembobot spasial W’ pada Provinsi Maluku seperti
pada Gambar 14.
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0 B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Nama Kabupaten/Kota
0 0 0.044 0.049 0.199 0.134 0.039 0.154 0.15 0.017 0.066 0.148 8 |Kotadikon
1 0.245 0 0.051 0 0 0432 0 0 0272 0 0 1 |Kab. Buru
2 0.839 0.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 |Kab. Buru Selatan
3 0.353 0 0 0 0 0.315 0.083 0.158 0 0 0.092 3 |Kab. Kepulauan Aru
4 0.156 0 0 0 0 0.193 0.243 0.175 0 0 0.234 4 [Kab. Maluku Barat Daya
- 0.042 0.085 0 0.192 0.179 0 0.142 0.158 0.032 0.035 0.136 5 |Kab. Maluku Tengah
6 0247 0 0 0.0750.334 021 0 0122 0 0 0.012 6 |Kab. Maluku Tenggara
7 022 0 0 013 022 0.214 0.112 O 0 0 0.104 7 |Kab. Kepulauan Tanimbar
8 0.181 0514 0 0 0 0306 0 0 0 0 0 8  |Kab. Seram Bagian Barat
9 0341 0 0O 0 O 0164 0 0 0O 0 0.495 9 |Kab. Seram Bagian Timur
10 021 0 0 0074 0287 0.179 0.011 0.101 0 0.137 O 9. Kotafusl

Gambar 14. Matriks Pembobot Spasial W’ pada Provinsi Maluku

Matriks pembobot spasial W’ dengan kombinasi bandwidth berdasarkan matriks
pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi cukup relevan digunakan dalam
analisis spasial pada indikator yang sangat dipengaruhi oleh akses transportasi antar
wilayah, misalnya pada bidang pariwisata untuk analisis kunjungan wisatawan [25].

4. KESIMPULAN

Secara umum terlihat bahwa pada provinsi berciri kepulauan di Indonesia,
penyusunan matriks Queen Contiguity dengan definisi seperti yang digunakan pada
umumnya, mengakibatkan banyak baris dengan seluruh elemennya bernilai 0 (nol).
Apabila matriks ini tetap digunakan dalam analisis spasial, maka hasil yang diperoleh
terutama terkait efek spasialnya tidak teridentifikasi pada seluruh wilayahnya.

Apabila menggunakan matriks pembobot spasial berdasarkan definisi
ketetanggaan berbasis konektivitas transportasi darat dan laut, secara umum terjadi
tambahan peningkatan signifikan terhadap jumlah wilayah kabupaten/kota di provinsi
berciri kepulauan yang saling bertetangga. Penggunaan matriks pembobot spasial
berdasarkan definisi ketetanggaan berbasis konektivitas transportasi udara juga
meningkatkan hal serupa, meskipun tidak sebanyak konektivitas transportasi darat dan
laut. Kedua matriks tersebut secara signifikan membantu dalam mengidentifikasi efek
spasial antar wilayah pada provinsi berciri kepulauan di Indonesia.

Penerapan matriks pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi juga dapat
dikembangkan menjadi matriks pembobot spasial berdasarkan prioritas penggunaan
moda transportasi, dengan dilengkapi kajian terkait pilihan moda transportasi. Selain itu,
matriks tersebut juga dapat dikombinasikan dengan matriks pembobot spasial berbasis
jarak, dengan menggunakan matriks pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi
sebagai bandwidth yang menentukan kriteria jarak yang berpengaruh secara spasial.

Penyusunan matriks pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi
diharapkan dapat memicu lebih banyak penelitian spasial terkait indikator strategis pada
provinsi berciri kepulauan di Indonesia, dengan cara menerapkan berbagai jenis matriks
pembobot spasial berbasis konektivitas transportasi yang telah disusun dalam penelitian
ini. Adapun konsep terkait penyusunan matriks pembobot spasial yang dibahas
sepanjang penelitian ini juga masih sangat terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut.
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